e PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

PEMADAM KEBAKARAN

. A. Syairani No. 36 Pelaihar Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 900.1.5./ 02 / POL.PPDK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BELANJA LANGSUNG
PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN,

Menimbang : a. dalam rangka kelancaran serta tertib pelaksanaan kegiatan
belanja langsung pada Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan Penunjukan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 20U25;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kapala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah
Laut tentang Penunjukan PPTK pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, Lembaran
Daerah Nomor 13 Tanggal 30 Desember 2024,

Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor
69 Tahun 2-24 (Lembaran Daerah Nomor 69, Tanggal 30
Desember 2024);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pelaksana
Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung sesuai Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Nomor:
DPA/A.1/1.05.0.000.00.03.0000/001 /2025, Tanggal 31 Desember
2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 31 Desember 2024

MUH ' I,SP

o 9,
Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Tanah Laut di Pelaihari

2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari

3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pelaihari.

5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia di Pelaihari

7. Yang bersangkutan.

8. Arsip.




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR  :900.1.5/02 /POL.PPDK/2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BELANJA LANGSUNG

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

lal Pembantu Pejabat
No Uraian Kegiatan P:iabalt g : Pelaksana Teknis
Kegiatan
Penyusunan Dokumen Staf Subbag
Kasubb
L Perencanaan Perangkat Daerah PR EEAE R e Perencanaan
Penchdll.(an Bin  Pelatiban Kasubbag Umum dan Staf Subbag
2 | Pegawai Berdasarkan Tugas koo e Rrandiihiler
dan Fungsi Peg pcg
Pf:ny‘edlaan s Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
3 Listrik/Penerangan Bangunan . ——
Kantor peg peg
i Penyediaan  Peralatan dan | Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Perlengkapan Kantor Kepegawaian Kepegawaian
" Penyediaan Peralatan Rumah | Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Tangga Kepegawaian Kepegawaian
6 Penyediaan Barang Cetakan | Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Dan Penggandaan Kepegawaian Kepegawaian
. Penyediaan Bahan/Material Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian
E‘_my ech’asmﬁiasa Perzehharzell{n, Kasubbag Umum dan & o
8 1aya pemeliharaan dan I.Ja_] Kepegawaian taf Kasu ag mum
Kendaraan Perorangan Dinas dan kepegawaian
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pt?nyedlaan J asa Pemeh.haraan, Staf Kasubbag Umum
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Kasubbag Umum dan .
9 ) ) dan kepegawaian
Perijinan Kendaraan Dinas | Kepegawaian
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan | Kasubbag Umum dan Staf Kasubbag Umum
10 | Mesin Lainn ya Kepegawaian dan kepegawaian
Pemeliharaan /Rehabilitasi Kasubbag Umum dan Staf Kasubbag Umum
11 | Gedung Kantor Dan Bangunan | Kepegawaian dan kepegawaian
Lainnya
Evaluasi inerj P
12 valuasi Kinerja erangkat T — Staf Subbag
Daerah Perencanaan
Penyediaan Gaji dan
13 Tunjangan ASN Kasubbag Keuangan Staf Subbag Keuangan
Pelaksanaan Penatauasahaan
14 | Dan Pengujian /Verifikasi | Kasubbag Keuangan Staf Subbag Keuangan

Keuangan SKPD




15

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut

Kasubbag Umum dan

Staf Subbag Umum dan

K ian Kepegawaian
Kelengkapannya GRS e
Penyelenggaraan Rapat Staf Subbag Umum dan
d .
16 | Koordinasi dan Konsultasi Ié:stb::i:fum s Kepegawanan
SKPD o
Easibaat d Staf Subbag Umum dan
17 | Pengadaan Mebel e it Kepegawaian
Kepegawaian
18 Penyediaan Jasa Komunikasi Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Sumber Daya Air dan Listrik Kepegawaian kepegawaian
19 Penyediaan Jasa Peralatan Dan | Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Perlengkapan Kantor Kepegawaian kepegawaian
20 Penyediaan Jasa Pelayanan Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum dan
Umum Kantor Kepegawaian kepegawaian
Koordinasi Penyelenggaraan Kepala Bidang )
Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan Kasi Pengamanan
21 | Umum serta Perlindungan Ketertiban Umum
Masyarakat Tingkat
Kabupaten /Kota
Pemberdayaan Perlindungan Kepala Bidang Aparatur
29 Masyarakat dalam rangka dan Perlindungan Kasi Perlindungan
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Masyarakat
Umum
Peningkatan Kapasitas SDM
23 dan Satuan Pelindung dan Perlindungan Kasi Pembinaan dan
Masyarakat termasuk dalam Masyarakat Pengawasan
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia.
Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban _
Umum Melalui Deteksi Dini Kepala Bidang
24 | dan Cegah Dini, Pembinaan Ketentframan dan Kasi Pengamanan
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Ketertiban Umum
patrol, Pengamanan dan
Pengawalan.
Penindakan Atas Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Kepala Bidang
25 Umum Berdasarkan Perda dan | Ketentraman dan Kasi Pengendalian dan
Perkada Melalui Penertiban Ketertiban Umum Penindakan
dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
A6 Pencegahan Kebakaran dalam | K€Pala Bidang Pemadam | gasi Kesiapsiagaan
Daerah Kabupaten/Kota Kebakaran
Pemadaman dan Pengendalian | Kepala Bidang Pemadam Fiis Ridasiiatan
27 | kebakaran dalam = Daerah | Kebakaran

Kabupaten /Kota




Pengadaan Sarana dan )

Prasarana Pencegahan, Kepala Bidang Pemadam | . ; Kesiapsiagaan
28 | Penanggulangan  Kebakaran Kebakaran

dan Alat Pelindung Diri

Sosialisasi Penenggakan | Kepala Bidang Penegakan |y . pembinaan dan
29 | Peraturan Daerah dan | Perundang-Undangan Penyuluhan

Peraturan Kepala Daerah Daerah

Penanganan atas Pelanggaran Kepala Bidang Penegakan . e o
30 | Peraturan daerah dan | Perundang-Undangan g: :1 euP.enyldnkan

Peraturan Bupati/Wali Kota | Daerah el

Pengawasan atas Kepatuhan Kepala Bidang Penegakan
31 Terhadap Pelaksanaan Perundang-Undangan Kasi Pembinaan dan

Peraturan daerah dan Daerah Penyuluhan

Peraturan Bupati/Wali Kota

Kepala Bidang Penegakan

32 Pengembangan Kapasitas dan | Perundang-Undangan Kasi Pembinaan dan

Karier PPNS Daerah Penyuluhan

PALA SATUAN,
MUH. RI, SP
Pembina Utama Muda /(IV/c)

NIP. 19690315 199803 1 012




